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MENDAGRI INGATKAN PEMDA ALOKASIKAN 40 PERSEN APBD UNTUK 

BELANJA PRODUK LOKAL 

 
Sumber gambar: https://www.hariansib.com/ 

 

Jakarta (SIB) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian 

mendorong pemerintah daerah (Pemda) mengalokasikan 40 persen anggaran Pengadaan 

Barang dan Jasa (PBJ) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk 

belanja produk dalam negeri (PDN). 

Adapun hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tito 

menjelaskan untuk merealisasikan alokasi sebesar 40 persen tersebut, Pemda dapat 

menggunakan produk yang berasal dari daerah setempat atau daerah lainnya. 

"Karena LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) sudah 

menyiapkan platform dua, yang pertama adalah e-Katalog, di mana produk-produk UMKM 

agar didorong oleh para kepala daerah baik Bapak Gubernur, para Bupati dan Wali Kota 

terutama oleh Dinas Koperasi dan UMKM, dorong mereka untuk mendaftar ke LKPP supaya 

produknya masuk dalam e-Katalog," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/7). 

Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) tentang 'Mewujudkan 

Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Toba sebagai Destinasi Berkualitas dan Aksi 

Afirmasi PDN dalam Rangka Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI)' 

di Gedung Mahligai Pancasila, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), 

Jumat (22/7). 

Dia mengungkapkan penggunaan e-Katalog akan mempermudah konsumen. 

Sehingga calon pembeli dapat mengetahui keterangan produk, seperti keterangan harga, 
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dengan lengkap dan tidak memerlukan tender serta lelang. Platform kedua yakni melalui 

Toko Daring. 

Menurut Tito, terobosan tersebut mirip dengan e-commerce yang dimiliki pihak swasta. 

Hanya saja, pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah melalui LKPP. 

"Nah produk-produk UMKM baik yang di Kalsel maupun yang di luar Kalsel di 

seluruh Indonesia ini ditayangkan semua di dalam Toko Daring ini, platform ini, dan Pemda 

boleh membeli barang-barang tersebut langsung," paparnya. 

Dia berharap upaya tersebut dapat semakin mendorong geliat perekonomian di sektor 

UMKM. Sekaligus menghidupkan ekosistem produk dalam negeri. 

Terlebih, Indonesia memiliki banyak penduduk, yang diyakini dapat mendorong 

perputaran perekonomian menjadi lebih baik. 

Berkaitan dengan Gernas BBI, ia mengatakan selama ini gerakan tersebut digaungkan 

dalam bentuk kampanye, sehingga orang yang membeli cenderung bersifat sukarela 

(volunteer). 

Karena itu, menurutnya perlu adanya kebijakan afirmatif agar Gernas BBI dapat lebih 

menggerakkan perekonomian di sektor lokal. 

Alasan itulah yang mendorong pihaknya bersama LKPP mengeluarkan Surat Edaran 

Bersama (SEB) yang mewajibkan Pemda mengalokasikan 40 persen anggaran PBJ untuk 

PDN. 

"Oleh karena itu, tolong yang penting masuk dulu. Masuk dulu dalam (e-Katalog dan 

Toko Daring LKPP). Perintahkan saja Sekdanya agar masuk dulu pemerintah daerah ke 

dalam dua platform itu, perintahnya masuk dulu," pungkasnya 

 

Sumber Berita: 

1. https://www.hariansib.com/detail/Headlines/Mendagri-Ingatkan-Pemda-Alokasikan-40-

Persen-APBD-untuk-Belanja-Produk-Lokal/, 24/7/22. 

2. https://news.detik.com/berita/d-6195059/mendagri-ingatkan-pemda-alokasikan-40-apbd-

untuk-belanja-produk-lokal, 23/7/22. 

 

Catatan: 

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor                                        

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah 

https://www.hariansib.com/detail/Headlines/Mendagri-Ingatkan-Pemda-Alokasikan-40-Persen-APBD-untuk-Belanja-Produk-Lokal/
https://www.hariansib.com/detail/Headlines/Mendagri-Ingatkan-Pemda-Alokasikan-40-Persen-APBD-untuk-Belanja-Produk-Lokal/
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Pasal 1 Angka 2, 3, 4 dan 32  

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom.  

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah.  

32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah 

rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

Pasal 57  

Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala 

daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. 

 

Pasal 59  

(1) Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala 

daerah.  

(2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut 

gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah kota disebut 

wali kota. 

 

Pasal 65 ayat (1) dan (2)  

(1) Kepala daerah mempunyai tugas:  

a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang 

ditetapkan bersama DPRD;  

b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;  

c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan 

Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta 

menyusun dan menetapkan RKPD;  
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d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda 

tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; 

e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa 

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;  

f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.  

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah 

berwenang: 

a. mengajukan rancangan Perda; 

b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;  

c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;  

d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan 

oleh Daerah dan/atau masyarakat;  

e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan. 

 

Pasal 91 ayat (1) dan (2) 

(1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan Tugas 

Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh gubernur sebagai 

wakil Pemerintah Pusat. 

(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas:  

a. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas 

Pembantuan di Daerah kabupaten/kota;  

b. melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;  

c. memberdayakan dan memfasilitasi Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;  

d. melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, 

RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, 

tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah;  

e. melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota; dan  

f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah 

Pasal 104 ayat (1)   

Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan 

dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 

(satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara 

Kepala Daerah dan DPRD. 

 

Pasal 105   

(1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan 

DPRD setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang APBD 

beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.   

(2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS. 

Pasal 106 ayat (1) dan (2)  

(1) Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang 

APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap 

tahun. 

(2) Berdasarkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 

Daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD.   

 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal 1 angka 8, 9, 28, 50 dan 54  

8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan 

pengawasan keuangan daerah.  

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah 

rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan 

daerah.    
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28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat 

RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.  

50. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah 

nilai kekayaan bersih.  

54. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

 

Pasal 15  

(1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan 

kemampuan pendapatan daerah. 

(2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD 

dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan 

bernegara. 

(3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, 

dan stabilisasi. 

(4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun 

ditetapkan dengan peraturan daerah. 

 

Pasal 17  

(1) Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan 

daerah.  

(2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan yang 

terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.  

(3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua 

penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang 

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

 

Pasal 22  

(1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari:  

a. Pendapatan daerah;  

b. belanja daerah; dan  

c. pembiayaan daerah  
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(2) Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut 

urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan 

urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

(3) Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan dan organisasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan 

yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. 


